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BUPATI TIMOR T ENGAH SELATAN
PROVIN SI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN o

‘ Memmbang Ca

Mengingat

NOMOR 6 TAHUN 2016 :

TUGAS BELAJAR DAN IZIN“ BELAJAR |
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Abahwa perlu adanya dukungan sumber daya manusxa yang
s i berkualltas . dan profesmnal dalam pelaksanaan tugas n
S .pemenntahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ‘
b." bahwa untuk menlngkatkan kuahtas sumber daya manusia dan
‘,. inprofesmnahsme aparatur maka perlu dlberlkan kesempatan r
L :f:ibagl Pegawai Negerl 8 Slpll dlllngkup Pemermtah Daerah .
Kabupaten Tlmor Tengah Selatan untuk meng1kut1 tugas bela_]ar" 3
 dan izin. bela_;ar ’ -
‘e bahwa untuk menmptakan kepastlan hukum dalamv
S ?pelaksanaan tugas belajar dan 1zm belajar perlu dlatur dalam
3 “Peraturan Daerah o R
- d. ‘bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaImana dlmaksudtj G
' dalam huruf a, “huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan‘ e
;Daerah tentang ’I‘ugas Belajar dan Iz1n BelaJar

: 1.{_,5,;:Pasa1 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar“;Negara Repubhk‘j"j‘ &
o :f,‘v‘ﬁ';Indonesm Tahun 1945; * il
2. Undang—Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan -
o ~Daerah daerah T1ngkat I dalam Wllayah Daerah daerah ngkat
T Bah ‘Nusa Tenggara Barat ‘dan. Nusa Tenggara -Timur_ _
5(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1958 Nomor 122, - P
. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 1655), i
: 3.‘",,1Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
- Negara (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2014
: kNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a ‘
f~"*‘,kNomor 5494),% (S ’ ‘




1.
2.

3.

4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
ey Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014;:_
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk IndoneSIae‘
g :Nomor 5587). sebaga.lmana telah dlubah beberapa kah terakhlr :
f’dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015 tentang‘

. Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20 14

tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk o

: Indonesza Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 0

o i Repubhk Indones1a Nomor 5679)

Dengan Persetu_]uan Bersama

L DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN -

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN

,Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN

: BELAJAR

 BABI iR
KETENTUAN UMUM Fo

Pasal 1 e

L 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
' Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan - : C L
‘Pemerintah - Daerah adalah Pemenntah Daerah Kabupaten Tll'l’lOI' Tengah

Selatan. :
Bupat1 adalah Bupat1 Tlmor Tengah Selatan

; Pegawa1 Negeri Sipil yang. selanjutnya dlslngkat PNS adalah Pegawa1 Negerl v
Sipil hngkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan e e
~ Pejabat Pembma Kepegawalan adalah Pe_]abat yang mempunyal kewenangan o
‘menetapkan pengangkatan pemmdahan dan pemberhent:an - pegawai
aparatur. 31p11 negara dan pembmaan manejemen Aparatur Sipil Negara di :
‘ f1nstans1 pemenntah sesua1 ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

~ berlaku. ‘ o ‘ p " ' ‘
i Tugas Belajar adalah Penugasan yang dlbenkan oleh Pe_]abat Pemblna
. erpegawalan kepada Pegawa1 Negen Slpﬂ untuk - ‘melanjutkan ke jenjang.
‘pendldlkan formal yang lebih tinggi atau yang setara, “baik di dalam negeri - 5
maupun di luar negeri. dan dlbebastugaskan dari tugas kedinasan serta biaya -~ .
 pendidikannya d1b1ayal ‘oleh" Pemenntah Daerah Pemenntah PI‘OVll’lSl RS
o Pemermtah Pusat Pemenntah Negara Laln atau p1hak ke’uga }‘ g R




S0

11
. dari sekolah atau perguruan tlnggl negerl atau yang dlperoleh dari sekolah .
. atau perguruan tlnggl ‘swasta yang. telah terakreditasi dan/ atau telahv

mendapat izin penyelenggaraan dari Menten yang bertanggung|awab d1b1dang '; L
_ "pendldlkan nasmnal atau pe_]abat lain - ~yang - berdasarkan Peraturan

"'Perundang-undangan berwenang menyelenggarakan : pendldlkan yang =
‘menunjukkan seseorang telah berhasﬂ lulus menempuh dan menyeleswkanl e

12,

s
, "_pendldlkan olahraga, kesehatan dan sem budaya

Ruang Llngkup pengaturan Tugas Belajar dan Izm BelaJar dalam Peraturan

- Daerah ini meliputi: . = . SRR . St L

| vperencanaan,_ ,i e
-persyaratan - " :
~hak dan kewa_]lban,
‘pexjanjlan, '

~ pembiayaan; . . 7 e : | e
- jangka waktu, perpanjangan Waktu dan gant1 rug1 b1aya pendzdlkan, dan T
_z,momtonng dan evalua31 y( i L e M i

Fmﬁﬂgsvw

i‘:?Iz1n belaJar adalah kesempatan beIaJar yang dlbenkan oleh Pejabat Pembma‘.“f*f vk
o Kepegawalan kepada Pegawa1 Negeri S1p11 untuk melanJutkan ke jenjang

‘pendidikan formal “yang 1eb1h tinggi ' atau yang _setara  dalam wilayah

. kabupaten T1mor Tengah Selatan atas perrmntaan sendln ‘dengan tidak
:-ﬁ.memnggalkan tugas kedmasan serta b1aya pendldlkannya d1b1aya1 oleh‘

~ Pegawai Negen Slpll yang bersangkutan

Perangkat - Daerah” adalah Satuan Kexja Perangkat Daerah d1 hngkupjf“- kL
- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan o
Rekomendasi . Tugas - Bela_]ar dan Izin . Belajar yang selanjutnya dlsebut i
'Rekomendas1 “adalah surat persetu_]uan pejabat yang berwenang yang e 1
dlberlkan kepada PNS yang akan meng1kut1 pendldlkan dengan status Tugas e

‘Belajar dan Izin Belajar

> Perguruan Tingggi adalah ‘Umversnas, Instltut Sekolah Tznggl, Akadem1 atau . \,
- sederajat yang terakredltam dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan S

dari Menten yang bertanggung]awab d1b1dang pendldlkan nasional . atau.,;‘g‘;

“peJabat lam yang berdasarkan Peraturan Perundang—undangan berwenangf'f L

:sebaga1 tempat PNS menglkutl pendldlkan

: pendidikan formal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dlsmgkat APBD] -

~adalah Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Kabupaten Tlmor Tengah'A A

Selatan. : : : S
‘Masya.rakat | adalah orang perorang yang berprestam dalam bldang‘

. Pasal 2

Ljazah adalah tanda bukt1 tertuhs yang d1aku1 atau d1harga1 dan dlperoleh



o . A ; Pasa13.‘ ‘ i
(1) Maksud pemberlan ’I‘ugas Belajar dan Izin Bela_]ar ada]ah untuk menmgkatkan

1 kompeten31 PNS yang telah menun_]ukkan dedlka31 perllaku 10ya11tas dan’ ‘ _

- prestasi. -

) Tujuan pembénan Tugas Bela_]ar dan Izm Bela_)ar adalah untuk menmgkatkann |
‘kualitas dan profesmnahsme PNS dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan

_ pengabdian d1b1dang
s kemasyarakatan

o .'I‘ugas Belajar dan Izm BelaJar sebagalrnana dunaksud“‘dalam Pasal 3 dlbenkan 4
kepadaPNS Dt o e u S A re

. BaBU
e ,: PERENCANAAN

(1) Setlap Perangkat Daerah bertanggun.awab menyusun pefencanaan .

*’"pemermtahan pembangunan dan pelayanan ,- :3 oy

“kebutuhan Tugas Belajar dan 1zin Belajar dalam Rencana Strategls Perangkat'f,' L

Daerah dan dljabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan :
~.. (2) Tanggungjawab’ sebaga;mana ‘dimaksud pada ayat (1) wa_)lb d1koord1nas1kan} ‘
e 1dengan Sekretarls Daerah melalm perangkat Daerah yang menyelenggarakan OB

y (3) Penyusunan rencana kebutuhan sebagalmana dunaksud pada ayat (1)13 o

dilakukan berdasarkank ana]1s1s kebutuhan'Daerah dan ',anaIISls beban kexja' :
mehputl ' i S T

a. bidang 11mu atau kuahﬁka31 akademlk yang dlbutuhkan, B 'fj‘*":“ s

b. jenis keahhan dan/ atau keterampllan yang dlbutuhkan, dan el
c. lembaga pendldlkan yang akan d1tuju . e

‘ Pasal 6

(1) Rencana kebutuhan ;’I‘ugas Bela_]ar dan Izin Bela_]ar sebagalmana d1maksud :
dalam Pasal 5 ayat (1 berisi mfonna51 mengenaa ' ’ ‘ ~
a. bidang pekeljaan yang membutuhkan ’I‘ugas Bela_]ar dan Izm Bela_]ar
b. jenis keahlian dan / atau keterampllan yang dlbutuhkan »
C. program pend1d1kan yang dlrencanakan SR o ‘
. d.kualifikasi akademlk PNS calon peserta Tugas Belajar dan Izm Belajar Sl
‘ berdasarkan anahs1s kebutuhan pendldlkan dan pelauhan dan Perangkat o
g Daerah ':.‘::. : y:; S e |
e. lembaga pendzdlkan tmggl penyeIenggara Tugas Belajar dan Izm Bela_]ar i
o Jangkawaktu ik e B e i
" g. sumber blaya dan g

- h. kuallﬁkas1 program pendldlkan formal yang d1per1ukan untuk meng151 B ‘3:
forma51 _]abatan yang dlperlukan dan mendukung v131 dan Ims1 kepala C

Daerah y\




5<(2) Ketentuan mengena1 bentuk Rencana Kebutuhan serta mdlkator pemberlan | 28 |
’I‘ugas Bela_]ar dan Izin Belajar bag1 Perangkat Daerah sebagalmana dlmaksud o
pada ayat ( 1), dlatur dengan Peraturan Bupat1 o - . B} SEEREERE . S

‘BABI

KEWENANGAN o

| | Pasal7 e

et Pejabat Pemblna Kepegawa1an memberlkan Tugas BelaJar dan Izm Bela_]ar

Pasal 8 '

(1) Pejabat Pemblna Kepegawalan dalam membenkan ’I‘ugas Bela_]ar sebagalmana g
| dlmaksud dalarn Pasal 7 harus mempcrhatlkan dan mempertlmbangkan
i keterkaltan antara kebutuhan pendldlkan yang dltempuh dengan tugas pokok‘
| dan fungsi- perangkat daerah sesu‘” \ 1 ' ‘ a’ ke
= *keuangan Daerah. : s : g ,
(2) 'Pejabat Pemblna Kepegawalan dalam membenkan Izm BeIaJar sebagalmana .
~dimaksud dalam Pasal 7 harus memperhatlkan dan mempertlmbangkan |
L keterkaltan antara kebutuhan pendldlkan yang dltempuh dengan tugas pokok e
dan fungsi Perangkat Daerah sesuau kebutuhan Daerah SR L

| 5 . BABIV. R
SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

o _ Pasal 9 v »
- (1) PNS yang akan dlbenkan ’I‘ugas BelaJar harus memenuh1 persyaratan
L a. admlnlstratlf dan D e s , :
| 'b. akademik. A : T S S -
(2) Syarat admlmstrauf sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf a mehput1 | e
o a. perrnohonan tertuhs kepada Bupat1 mengetahul p1mp1nan Perangkat'
o Daerah yang bersangkutan G ‘ | |

o b. fotocop1 Rencana Kebutuhan ’I‘ugas“Bela_]ar Perangkat Daerah

fotocopi | Kartu Pegawa1, : o P
. -bekelja d1 hngkup Pemermtah Daerah pahng smgkat 4 (empat) tahun :

' '11mu yang langka ‘dapat « diberikan ’seJak" engangkatan sebaga1 PNS L
‘daftar penilaian presta31 keI]a 1 (satu) tahun terakh1r bern11a1 ba1k ) S
fotocopi keputusan pengangkatan Calon PNS ’ . S

~fotocopi keputusan pengangkatan PNS""* S
fotocopi keputusan pangkat terakhlr ; Bt : :
fotocopi keputusan _]abatan terakhlr bag1 PNS yang menduduk1 Jabatan S

rekomendas1 menglkutl Tugas Belajar dar1 atasan langsung yang dlketahul
oleh pimpinan Perangkat Daerah; ‘ : o
surat jaminan pemblayaan ’I‘ugas Bela_]ar khusus bag1 PNS yang sumber B

- ‘pemblayaannya non APBD }L ‘ g =

CereD@E ot

~




oL “surat keterangan dari plmplnan Perangkat Daerah mengena1 program stud1
e yang akan dltempuh mempunyal hubungan atau sesua1 dengan kebutuhan ,: o

- pengembangan organisasi;

 m. lulus seleksi terbuka yang dllaksanakan oleh Pemenntah Daerah atau |

"~ Lembaga Pendldlkan Formal yang dltetapkan oleh Pemermtah Daerah
~n. surat pernyataan R
1. tidak sedang men_]alankan cuu d1 luar tanggungan negara :
2. tidak sedang menga_]ukan upaya : hukum keberatan ke Badan e
o Pertlmbangan Kepegawa1an Lo i LT
3. tidak sedang dalam proses penJatuhan hukuman dlslphn

4. tidak sedang menjalam hukurnan dlslphn t1ngkat sedang atau tlngkat o

- berat; . . i
5. tidak sedang dalam proses perkara pldana ba1k tmdak p1dana. : :’ o
‘ ke_]ahatan maupun pelanggaran, o , . e

6. tidak = sedang dalam : melaksanakan pend1d1kan . dan pelatlhan{ S

‘penjenjangan;

‘ 7 tidak pernah gagal dalam fI‘ngas Belajar yang dlsebabkan oleh‘ g

S _kela1a1annya : SREC &
8. tidak pernah dlbatalkan menglkuu ’I‘ugas Bela_]ar karena kesalahannya e
9. bersedia menandatangam pexjanjlan yang dlfetapkan oleh Pemermtah g ;
‘ .Daerah dan e L BRI T : S g

L 10 bersedia mengabd1 d1 Daerah
o) ‘rekomenda81 dan Bupat1 untuk ,menglkutl selek31
e ’pendldlkan, B P
. ~f‘p..~,3pembebasan dan Jabatan bag1 PNS yang menduduk1 ‘jabatan” struktural
. 'dan/atau Jabatan fungsmnal tertentu, i o o

" q. sehatj Jasmam dan roham yang dxbuktlkan dengan surat keterangan dokte'
o pemerlntah atau tim penguji kesehatan dan S e

g 'r. batas usia- mak81mal bag1 PNS yang akan melaksanakan 'I‘ugas Bela_]ar:gf‘

‘— mehpu‘u

s program D1ploma I D1ploma II D1ploma III dan Program Strata I atau.‘ ;{1 g

- setara beru31a pahng tinggi 37 (tiga’ puluh tujuh) tahun

2. program Strata I atau setara, berus1a pahng tlnggl 4 2 }(‘empat puluh:‘ o

' dua) tahun; dan
3. program Strata m atau setara berus1a palmg tmgg1 47 (empat puluhfw |

S tujuh) tahun. N
(3) Syarat akademlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b mehpuu :
a. lulus ujian seleksi pada Perguruan T1ngg1 Negerl atau Perguruan T1ngg1
' Swasta dengan Program ‘Studi yang terakred1tas1 minimal B, dibuktikan. _
. ,'dengan surat keterangan telah lulus seleks1 dan lembaga pendldlkan yang o
- b. pendldlkan yang dltempuh harus sesua1 dengan tugas atau _]abatan yang'

~ akan dipangku dan/atau d1arahkan untuk mendudukl _]abatan yang

: berhubungan dengan pendidikan tersebut dan .
c. memenubhi persyaratan akademik yang mehputl pendxdlkan terakhlr dan‘
= syarat 1a1n yang dltentukan oleh lembaga pendldlkan yang akan menenma ){




- a. menyerahkan ‘tugas- -dan tanggung Jawab kepada atasan langsung atau‘ e

m

» a_. : permohonan secara tertuhs kepada Bupat1 mengetahm p1mp1nan Perangkat:,f

Pasal IO

PN S yang akan d1ber1kan Izm Belajar harus memenuhl persyaratan

‘ Daerah yang bersangkutan

~ b. fotocopi Kartu Pegawai;

x | d. :'sehat _]asmanl dan roham yang d1bukt1kan dengan surat keterangan dokter:‘ :

c. "V:daftar penllalan prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhlr bermla1 ba1k

Pemerintah atau Tim Pengup Kesehatan;

e surat keterangan dan Lembaga Pendldlkan Tlnggl sebaga1 penyelenggaralj‘j_ o

f. tidak sedang dalam - proses penJatuhan hukuman dlslphn dan -

; @

RS

vPNS Tugas BelaJarberhak , S - A e
- a. mendapat blaya pendldlkan ’I‘ugas Bela_]ar sesual kemampuan keuangan.

mopog

" atau pengelola telah’ memperoleh izin' penyelenggaraan pend1d1kan ‘oleh |
Direktorat - Pendldxkan ngg1 Kementerian - Pend1d1kan Nas1onal dan- LR
Pendidikan T1ngg1 Swasta terakred1tas1 minimal B; 5 L

g. tidak sedang menjalankan hukuman dlSlplln S
PNS izin belajar harus menaatl ketentuan B :
a. pendldlkan dlselenggarakan d1 luar Jam kexja, dan

“b.. tldak mengganggu kelancaran tugas kedmasan -' e

E BAB v
HAK DAN KEWAJIBAN

: Pasal 1 1

' Daerah 9
menenma ga31 a b
_ menerima kenaikan gaji berkala, o
mendapat kenalkan pangkat; " oy ‘
mendapat pemlalan dalam pen11a1an prestas1 kerja, dan ‘ | ol
masa menjalani ’I‘ugas Belajar tetap d1h1tung sebaga1 masa kexja Sl ey
PNS ’I‘ugas BelaJax berkewapban gy i . Eo G e R

~pejabat lain yang dltunjuk

D 'b. mengikuti pend1d1kan yang telah dltetapkan dalam Keputusan 'I‘ugas :

~ Belajar;

c. menyelesa\kan pend1d1kan dengan ba1k dan tepat waktu

d. melaporkan keberadaannya kepada Perwakﬂan Repubhk Indones1a d1 i

negara tempat Tugas’ BelaJar dalam hal Tugas Bela_]ar ke luar negeri;. ‘
e. melaporkan alamat lembaga pendldlkan dan tempat tlnggal kepada Bupatl : .
~ melalui- plmplnan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan i

e pemenntahan dibidang kepegawalan, :

" f melaporkan perubahan alamat tempat tlnggal kepada Bupat1 melalulk L

o kepegawalan, o

‘ plmpman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan‘],l;;J;‘é;;:j ‘_f,if
dibidang kepegawaian; - - R : A O

g melaporkan kema_]uan bela_]ar persemester kepada Bupat1 melalu1 p1mp1nan o

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan d1b1dang ‘




| n. setelah selesai Tugas Belajar ‘vkvembah bertugas d1 Daerah palmg cepat 1 .f;;}_jf :
,untuk _]angka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas terhltung sejak» He R

A teguran 11san

~ h. ‘mengajukan permohonan perpan_)angan masa Tugas Bela_]ar apablla ot

| dlmungkmkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan sebelum’ .
 masa Tugas BeIaJar yang dltentukan berakh1r B =
i 'melaporkan ‘secara - tertuhs kepada Bupatl melalm plmpman Perangkat‘f. ‘

Daerah . - yang ‘ menyelenggarakan urusan pemerlntahan d1b1dang L :

: kepegawalan penhal akan berakhlrnya Tugas Belajar

e puluh) untuk Strata 1 (Sl) ke Strata 2 (82) dan 3 OO (tlga koma nol nol)‘j, L

untuk strata 2 (S2) ke strata 3 (S3);:

| k. m elaporkan secara tertuhs kepada Bupau rnelalm p1mp1nan Perangkat‘h od

' Daerah yang 'menyelenggarakan  urusan - pemerintahan - dibidang .

kepegawalan paling lambat 1" (satu) bulan setelah yang bersangkutan P
menyelesalkan Tugas Belajar atau berakhlr ‘masa melaksanakan ’I‘ugas_ i

- Belajar; £ L - , X
T ‘menaatl seluruh Peraturan Perundang—undangan yang berlaku i
" m. membayar seJumlah gant[ rug1 atas blaya pendldlkan yang telah diterima -

' kepada Daerah apablla tidak menaat1 ketentuan sebagalmana diatur dalam fr |

o Pezjanjlan Tugas Belajar, dan-

' tanggal selesa1 ’I‘ugas Belajar

(3) Kecuali dalam ha] ‘yang . bersangkutan memnggal duma dan/ atau cacat» gy k>
_]asmam/roham yang tidak bisa dlsernbuhkan dan’ d1bukt1kan dengan Suratf};‘,__’fj;
" Keterangan dar1 tim dokter Pemenntah "PNS yang tldak ‘melaksanakan -

 kewajiban sebagalmana dunaksud pada ayat (2) huruf a sampal dengan huruf
' h dikenakan sank31 admlmstratlf berupa \ : o '
_a. teguran Ilsan {aar e
b, teguran tertuhs atau
C. penghentlan pemblayaan E R : : ‘ : %
(4) Kecuali dalam hal yang bersangkutan memnggal duma dan/ atau cacat

g Jasmam/ roham yang t1dak bisa d1sembuhkan dan d1bukt1kan dengan Surat, o
' Keterangan dari tim’ dokter Pemermtah 'PNS  yang t1dak 'melaksanakan b
kewajiban sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf 1 sampa1 dengan huruf 1

B dlkenakan sank81 admnlstratlf berupa

~ b. teguran tertuhs, atau
c. denda admmlstratlf '

| (5) Kecuali dalam hal yang‘ bersangkutan memnggal duma dan/ atau cacat

,Jasmam/ rohanl yang tldak blsa dlsembuhkan dan dlbuktlkan dengan Surat

~Keterangan dari ‘tim dokter Pemenntah PNS yang t1dak melaksanakanfﬁg_; .
kewajiban sebagalmana dunaksud pada ayat (2) huruf m dan huruf n .

dikenakan sanksi keperdataan berupa gant1 kerug1an atas blaya pend1d1kan
" yang telah dlterlma : : ~ e Al e i ‘

Pasall2

(1) PNS Izm BelaJar berhak
- a. menenma gaji; 1 e A L
b menerlma kenalkan gap berkala Q e




e mendapat kenalkan pangkat

(2)

(3)

. a.teguran lisan;

o
‘ @

e

 b. ob_]ek peganjran,

e berakhlrnyaper_]an_)lan

. e. masa menjalani Izin Belajar tetap d1h1tung sebaga1 masa kerja o

d mendapat pen11a1an dalam penﬂa1an prestaSI ker_]a dan

PNS Izin Belajar berkewajlban

oA melaporkan kemajuan belajar setlap semester kepada Bupat1 melaluri}‘ i

.~_;p1mp1nan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerlntahan "
‘dibidang kepegawaian; ol o S
b. mengajukan ; permohonan perpan_]angan masa Izm Bela_]ar, apablla R £
dlmungkmkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa o
~Izin Belajar yang dltentukan berakhlr ‘ : e

¢1 c. melaporkan . secara - tertuhs kepada Bupat1 melalm plmpman Perangkat"“f“ﬂ ‘

. Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan d1b1dang kepegawalan R

vpa.hng Iambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesmkan Izin'

Belajar atau berakhlr masa melaksanakan Izin Bela_]ar, dan ; ‘{i, e
d menaati seluruh Peraturan Perundang—undangan : R T
PNS yang tidak melaksanakan kewa_uban sebaga1mana dxmaksud pada ayat (2)
d1kenakan sankSI admlnlstranf berupa N S « R

b. teguran tertuhs, atau
c. pencabutan i 1z1n_._ S

o BAB VI
PERJANJ IAN

Pasal 13

Pelaksanaan T‘ugas Bela_]ar ‘dan Izm Belajar «dldasarkan pada Perjanjlan yang‘ <
d1tandatangam oleh PNS dengan Bupat1 dlhadapan notans S '
Perjanjian sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltandatangam oleh para“ o
pihak sebelum dxterb1tkan Keputusan Bupat1 tentang Pembenan ’I‘ugas Belajarf S
‘dan Izin Belajar. T - o
Materi Pezjanjlan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) pahng rendah memuat
a. subjek perjanjlan : o B

c. ruang 11ngkup perjan_]lan
d. hak dan kewajlban para p1hak
€. Jangka waktu. perjanjlan g N

g. sanksi; o
h. keadaan memaksa,

e “ -i. penyelesaian persehsihan dan Sl

@
Rl o ‘pada ayat (1) dlbuat d1hadapan saks1 \Q 3&“3;' :

‘ j. d11kutsertakannya keluarga PNS uhtuk menanggung gant1 rug1 kecuah baglk £

PNS peserta 1Zin belaJar :
‘Perjanjian pelaksanaan Tugas Belajar dan Izm Belajar sebagalmana d1maksud




eyl T
.-

S TEFRmoe a0 T

, BAB VII |
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Blaya ’I‘ugas Belajar dapat bersumber darl

~a. APBD; ,
b APBD PI'OVlI‘lSl
APBN atau

d bantuan p1hak ketlga yang sah dan tldak menglkat
(2) Blaya Izm BelaJar bersumber dar1 o e

- a. PNS peserta izin. belajar dan S R e B e
; b. bantuan plhak ketlga yang sah dan tldak menglkat

Pasa115 S

Besamya b1aya pendldlkan untuk Tugas BelaJar yang bersumber dan APBD
- sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dlanggarkan sehap tahun
anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah g : L

Pasal 16

(1) Ketentuan leblh lanjut mengenal tata cara pembayaran dan komponen b1aya
pendldlkan sebagannana dlmaksud dalaJn Pasal 15 dlatur dengan Peraturan
- Bupati.. ~ :

' ‘(2) Besarnya blaya pend1d1kan ’sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 15 d1tetapkan g ,‘ .

dengan Keputusan Bupat1

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN WAKTU DAN sy

GANTI RUGI BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 17

Jangka waktu ’I‘ugas Belajar dan Iz1n BeIaJar mehputl program Sy
diploma I paling lama 1 tahun e e
- diploma II paling lama 2 tahun
diploma III paling lama 3 tahun;
diploma IV pahng lama 4 tahun
strata I murni pallng lama 5 tahun; , R
strata I transfer dari dlploma IV pahng lama 1 R3 tahun, SR
strata Itransfer dari diploma m pahng Iama 2 5 tahun, 0 o
‘strata duapahnglamaQStahun Lo Gl 4 e
-strata t1ga selama 31" ;sampa1 dengan 5 tahun dlbuktlkan dengan surat‘_‘;_ |
i ;keterangan _]angka waktuhpendldlkan dari Iembaga pend1d1kan dan’ I

- j.  program speSIahs dan pendldlkan profes1 selama 3 sampa1 dengan"‘6 tahun:f (o

- dzbukukan dengan surat keterangan Jangka waktu dan lembaga pendzd:kan Q.




. '-1(3) Apabila setelah diberikan _perpanjangan. Jangka waktu - Pendldlkén . ternyata

? Pasal 18

(1) PNS ’I‘ugas Belajar yang tldak dapat menyelesmkan pendldJkan dalam _]angka L
- waktu sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 berdasarkan alasan yang sah e

' dapat diberikan perpan_]angan : ?._ R o
(2) Perpanjangan sebagalmana dunaksud pada ayat (1), dla_]ukan pahng 1axnbat“
- 3 (tiga) bulan sebelum berakhlrnya masa Tugas Belajar S S

(3) Perpan_]angan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat dlbenkan pahng_

“lama 1 (satu) tahun akademlk dalam hal :
‘a.yang bersangkutan menga_]ukan perrnohonan kepada Bupat1 melalul,
. pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahan
: dlbldang kepegawalan, : : : : : ‘ T
‘ 'b sakit yang d1bukt1kan dengan surat keterangan dokter pemenntah atau t1m
- penguji; ' , . RIS '
f‘c keterlambatan terjadl bukan karena kelalalannya, dan e :
d. mendapat rekomendas1 dan p1mp1nan lembaga pend1d1kan yang EREN
bersangkutan R - : o ~ ’

Pasal 19

‘.:(1‘) .VBerdasarkan permohonan pel‘panJangan sebagalmana d1maksud dalam Pasal S

18 ayat (2), Bupatl menetapkan keputusan perpanjangan _]angka waktu 'I‘ugas ; =

o iBela_]ar

e ~ ?(2) PNS Tugas Bela_]ar yang mendapatkan keputusan perpan_}angan _}angka Waktu;»

Tugas Bela_]ar wa_]lb menyelesalkan pendldlkan dalam Jangka waktu sesual‘i‘
keputusan perpan_]angan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1. &l ey

“yang bersangkutan belum juga menyelesalkan pend1d1kannya maka Pejabat, :

Pembma Kepegawalan memberhentlkan yang bersangkutan dan status Tugas e

Bela_;ar yang dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

o ].’(4) Dalam hal Pejabat’ Pembina Kepegawalan memberhentlkan status Tugas‘ B

- Belajar, maka PNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) d1ubah status menjadl‘ i

- Izin Bela_]ar

| (5) Perubahan Status Nsebagaumana dlmaksud pada ayat (4) dllakukan sesualf :

- Peraturan Perundang—undangan d1b1dang kepegawalan

) (6) Kecuali dalam  hal yang: bersangkutan menmggal dunla dan/ atau cacat : 3

-jasmani/ roham yang tidak bisa dlsembuhkan dan dlbuktlkan dcngan Surat

' Keterangan' dari tim dokter Pemerintah, PNS ’I‘ugas Belajar yang tidak | L
" melaksanakan kewajiban sebagaimana chmaksud ‘pada ayat ). dlkenakan |

» sanks1 keperdataan berupa gantl rug1 atas blaya pendldlkan yang telah
"dltenma . ‘ . RS GRS : =
Pasal 20 E
(1) Pe_]abat Pembma Kepegawa1an dapat mencabut Keputusan Pembenan ’I‘ugas

Belajar dan Izm Belajar sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan
’ pendldlkan maupun selama dalam menglkutl pendldlkan y_ S ’

it




LA

(2) Pencabutan Keputusan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) hanya dllakukan,f L

- apabila:

a. terdapat buktl yang sah bahwa PNS yang bersangkutan tldak memenuh1 »

s ;j | }‘(3)

)
@)

A mengetahm keberhasﬂan pend1d1kan, i
b, pembenan daftar pemlalan pelaksanaan pekerja 1;
e mengetahu1 keberadaan tempat t1ngga1 dan £

e

Nv)

::rmr'ﬁ f‘b:b-‘n‘c‘."

- ‘berdasarkan usulan plmpman Perangkat Daer :
‘urusan pemermtahan d1b1dang kepegawa1an dengan melamplrkan bukt1 atau'::_; _
.kelengkapan data pendukung sebagalmana d1maksud pada ayat (2) L o

syarat L ~»

.PNS dl_]atuhl hukuman dlslphn tlngkat sedang atau tlngkat berat
. ‘t1dak berangkat ke tempat pelaksanaan sesuar' "dwal yang telah dltetapkan
.'menga_]ukan permohonan pengunduran dm, &
. tidak melaporkan kemajuan belajamya mesklpun telah dlben permgatan G
bekerja diluar keglatan belaJar kecuali bagl PNS Izm Belajar, R :

. setelah dlevalua31 tidak mampu menyelesaukan pendldlkan yang dukutl s
. tldak dapat melaksanakan pendldlkan karena penstlwa ’ dlluar s
tidak melaksanakan pend1d1kan sesuau Pezjan_uan Tugas Belajar dan Izm e
Belajar;dan- .

Y o
.

i tldak sehat j Jasmam dan roham yang dmyatakan oleh tim penguji kesehatan S
. yang mengaklbatkan yang bersangkutan tidak mungkm rnenyelesmkan i

- pendidikan sesuai dengan Waktu yang dltentukan* e g
Pencabutan keputusan sebaga1mana ‘dimaksud pada ayat (1) dllakukan-*‘fs ‘
,;»yang menyelenggarakan

el >BABIX DR
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 2 1

Pejabat Pembma Kepegawalan atau Pejabat yang d1tunjuk melakukan P S
monitoring dan evaluas1 pelaksanaan Tugas BelaJar dan Izin. Belajar S
Monitoring sebagannana dlmaksud pada ayat (1) d'lakukan untuk

d. mengetahul penlaku PN S

Pasal 22

-lepman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan

dibidang kepegawalan melakukan evaluaSI terhadap manfaat Tugas Bela_]ar |
dan Izin Belajar. = : s ‘ e
Evaluasi d11akukan dalam rangka pengendahan program pembenan Tugas

_'Bela_]ar dan Izin Bela_]ar, serta sebaga1 bentuk akuntablhtas penyelenggaraan }1;-
‘ “’I‘ugas Bela]ar dan_Izm Bela_]ar | St SE S

Pasal 23 ‘3.

Hasﬂ monltormg dan evalua81 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21 dan

' Pasal 22 dlsampalkan secara berkala kepada PeJabat Pembma Kepegawaxan

melalui Sekretans Daerah 9<




RIS A

‘7*(2) Hasﬂ momtormg dan evalua51 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat‘”;

dijadikan - bahan pemmbangan ‘untuk menghentlkan atau melanjutkan e %
pendldlkan dan / atau pembenan bantuan bxaya pendldlkan : :

- BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

‘ ‘.}-?Pasal 24

_ Ketentuan mengena1 tata cara pengenaan sank31 admlnlstratlf dan sanksr

| keperdataan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampa1 dengan ayat‘-

8 S), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (6) dlatur dengan Peraturan Bupa’u

(1) Pemenntah Daerah dapat membenkan bantuan biaya ‘pend1d1kan kepada

Pasal 25 3

siswa/ maha81swa/ masyarakat berpresta31 yang memenuhl syarat sesual; e
kemampuankeuangandaerah S e BT e

(2) ketentuan - lebih lanjut mengeriax .tata cara’ pembcrlan bantuan blaYa: .

pendldlkan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1atur dengan Peraturan‘ o .
Bupat1 = s crpp iy el e e T : T

,, BAB X] ‘
KETENTUAN PERALIHAN

‘ Pasal 26

| (1) ’I‘ugas BelaJar dan Izm Belajar yang sedang dllaksanakan sebelumﬁf;}l"if o

ditetapkannya Peraturan Daerah ini dmyatakan tetap berlaku dan dalam =
- waktu pallng Iambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini- dltetapkan e
dﬂakukan penyesualan berdasarkan Peraturan Daerah 1n1 :

(2) Bantuan biaya pend1d.1kan kepada masyarakat non PNS yang telah dltetapkan S

‘dan diberikan " oleh pemenntah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini o
d1undangkan dmyatakan maSIh tetap berlaku sampa1 dcngan Jangka waktu Lk
pendldlkan yang dlperjanjlkan berakhlr L R S

Pasal 27

PNS yang sedang dalam proses dan pada saat Peraturan ‘Daerah ini dltetapkan"“ S

L belum dlputuskan sebagaJ PNS ’I‘ugas BeIaJar atau Izm BelaJar harus menglkutl'v‘ o :

| ‘ ketentuan dalam Peraturan Daera.h 1n1

el BAB xn y
- "?‘;,KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten‘: ‘.f’ T

Timor Tengah Selatan’ ‘Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tugas Bela_]ar, Izin Belajar

dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Timor- Tengah Selatan Tahun
‘2004 Sen ENomor 4) d1cabut dan dmyatakan tldak berlaku Q‘ R




Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan SoE
pada tanggal 20 Oktober 2016

} BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, é‘

§ PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, ‘,

K

@L LMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 06/2016. ,
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PENJELASAN
. o ATAS S B ‘ G
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Celiae NOMOR6TAHUN 2016 S |
~ TENTANG ' =
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

I UMUM

Se_]alan dengan tuntutan mayarakat dan komplek81tas kebutuhan serta: T
. permasalahan pemermtahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dewasauﬁi .
- ini, dlbutuhkan dukungan sumber daya manu51a yang berkuahtas profesional, L |
o mem1hk1 1ntegr1tas kepnbadlan ‘dan - moral ‘yang- baik, sehmgga dapat b i
o membenkan pelayanan prima kepada masyarakat Adanya dukungan sumber e ;
- daya manusia yang- berkuahtas dan profeswnal dalam pelaksanaan tugas tentu
akan mendukung pembangunan dan pe]ayanan masyarakat d1 daerah Tlmor e
~ Tengah Selatan. : S
. Upaya penmgkatan kuahtas sumber daya manusia dan profesxonahsmd Co
‘ aparatur perlu dllakukan dengan membenkan kesempatan bagi PNS dilingkup
- Pemerintah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan untuk meng1kut1 ’I‘ugas BelaJar‘ ‘
» danIszela_]ar EI i
Untuk tertibnya. penyelenggaraan Tugas Belajar dan Tzin BelaJar dlmaksud
-~ terutama terkait dengan persyaratan baik persyaratan administratif maupun -
' persyaratan akaderms ‘serta lamanya waktu bela_]ar dan pembebanan b1aya
o maka perlu d1atur melalul Peraturan Daerah o ’
. Peraturan Daerah ini. terdln dan 12 (dua belas) Bab dan 29 (dua puluh
“sembilan)  Pasal yang mengatur secara komprehen31f berkaltan dengan
. perencanaan, kewenangan, persyaratan “hak  dan kewa_uban, ‘perjanjian, -
- pembiayaan, jangka waktu, perpanjangan waktu dan gant1 rug1 blaya :
- pendidikan, momtormg dan evaluas1 ‘ '

IL. PASAL DEMI P‘ASAL.:"Z‘

Pasall el
' - CukupJelas R
Pasal 2 SUR B 'k
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
o Yang d1maksud dengan T L ~ : .
‘“Dedlka31 adalah Pengabdlan PNS kepada pekeljaan sesua1 dengan i
o tugas pokok dan fungsmya untuk mencapa1 tu_}uan atau sasaran yang SR
~ingin’ dlcapal sesuai dengan substans1 _]abatan dan pekeljaan o ‘
.+ “Perilaku” adalah Tanggapan atau’ reakSI 1nd1v1du yang terwu_]ud dalam
e bentuk gerakan (31kap), t1dak saja badan atau ucapan atau penlaku R
. sekumpulan tlndakan ‘yang d1m1hk1 oleh ‘manusia dan d1pengaruh1 B
o oleh adat 31kap, _em031 n11a.1, e’uka kekuasaan, persuasﬁ dan Jatau .
L genetlka “Loyahtas adalah kesetlaan, ketaatan dan pengabdlan
= vkepada Pancasﬂa, : Undang-Undang Dasar 1945 Negara dang‘




i "'ysebagal berikut:-

"'fi‘,'Pemermtah Unsur kesetlaan terdm atas sub sub unsur pemlalan"\'

1. Tzdak pemah menyangs1kan kebenaran Pancasxla ba1k dalam
B ucapan s1kap, tlngkah laku dan perbuatan e L
-2, Men_]un_]ung t1ngg1 kehormatan Negara dan/ atau Pemenntah serta
. senantiasa mengutamakan kepentlngan Negara dan 4 pada gs&:}‘i:
kepentmgan d1r1 sendiri, seseorang atau golongan e

- 3.Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancaszla dan i
- Undang—Undang Dasar 1945 serta selalu berusaha mempelajan
~ haluan Negara, politik Pemenntah dan rencana—rencana Pemerintah = -
dengan tujuan untuk’ melaksanakan tugasnya secara berdayaguna i

dan berhasﬂguna, e

3. ‘Tidak menjadi simpatisan /anggota perkumpulan atau tidak pernahl
e terhbat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang

Pancas1la Undang-Undang Dasar 1945 bentuk Negara Kesatuan
| Repubhk Indonesia atau Pemerintah; dan = ' e
5. T1dak mengeluarkan ucapan, . membuat tuhsan atau melakukan

tindakan yang dapat dinilai bertu_]uan mengubah atau menentang

Pancasﬂa Undang—Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

- '“PrestaS1 -adalah hasﬂ kexja yang dlcapal 'seorang PNS. dalam .

: elaksanakan tugas yang: dlbebankan ‘kepadanya sebaga1mana :
tercantum dalam Sasaran Klnelja Pegawa1 dan d1n11a1 da]am Penilaian

- Prestas1 Kexja
~ Ayat (2)

l; Ayat (2)

Ayat (3)

| vAy‘at @

Cukup Jelas
‘ Cukup | Jelas g

Ayat (1) |

PenyuSunan 'r‘encana kebutuhan Tugas Bela_]ar dlmaksudkan untuk Py
memenuh1 kebutuhan akan ketersedlaan sumber daya manusia PNS :

yang berkomp eten Sesuﬂl Standar keahhan atau keterammlan .
Cukup Jelas V |
% ‘C,ukup Jnelas’_. e

Cukup jélés v

Cukup _]elaé

Ayat ( 1) :
y Cukup _]elas

Cukupjelas % Eih D

16




.‘Pasal 15° o ity
de CukuPJelas Sl A s
Pasal16. - o ‘
N Cukupjelas
. Pasal17 Bl e e

s CukupJelas e
Ayat(l)

~Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah dalam keadaan saklt e

! yang d1bukt1kan dengan surat . keterangan dokter, perubahan_ o

b kurlkulum atau progam pendldlkan dari lembaga pend1d1kan atau
: fperubahan aturan yang bukan merupakan kelalalan PNS yang' i
e bersangkutan E : : ‘ .
Ayat(2) : " :
Cukup Jelas.‘f] T
Ayat (3)
v Cukup_]elas
Pasal19 - - T
Cukupjelas.'.
‘ ~Pasal20 s
Cukup Jelas,'. e
‘Pasal 21 ’ e
A Cukup Jelas.

'Pasa122 B
e Cukupjelas.'v_”w
Pasal 23
’ CukngeIas._"i- [

Pasal 24 s
. Cukup jelas.
Pasal 25 ©
~ Cukupjelas.
~ Pasal26
R Cukup Jelas;,'
Pasal 27 G
S Cukupjelas.
'Pasal 28" L
_ Cukup_]elas.i; e
B Pasal 29
Cukupjelas

. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH _KA_BUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN




| Pasal 11

e Pasal 12°

| ':'Hurufb e ey
| Cukupjelas L
S CukupJelas SO T

Yang ”dlr.naksud dcngan 11mu lyang langka adalah 11rnu yang

sangat dlbutuhkan oleh orgamsa51 tetapl t1dak terdapat sumber

n Hurufe PRI
e Cukup Jelas
- Huruff ey
G Cukup_]clas.
"“Hurufg SR
AT Cukup_]elas.i _
. Hurufh. Al
Lo Cukup_]elasv._f S
. Cukupjelas.ff-"”
5 HurufJ AT
Cukup_]elas. ’
Hurufk PRI S
' Cukupjelas.‘
‘Hurufl RN TS
‘ CukupJelas. e S
LD CukuPJelas.:i-*
Cukup _]elas:. b
_ ,;Hurufo UV
- Cukup_}elas.“jj_‘ .
CHurufp S
ey Cukupjelas.:{w 1
_ ’;Hurufq T O
: Cukupjelas. TR
Hurufr ; o
n : Cukup Jelas;' L
Ayat(3) P
Cukup_]elas
' :Pasal 10
Cukup Jelas L

TR Cukup_}elas.":};;:& TR

L Cukupjelas.‘ gise
B Pasal 13 o imeeh o
o Cukup Jelas;" S
: IPasal 145 i
CukupJelas ﬂ

- daya. yang cukup untuk memenuh1 kebutuhan tersebut L




